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PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA

Menimbang :

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa setiap pemohon informasi publik berhak
mengajukan permohonan informasi publik yang tidak
dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia
disertai dengan alasan permintaan yang jelas dan
bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik perlu dilakukan pengecualian yang
sifathya rahasia sesuai dengan undang-undang,
kepatutan, dan kepentingan umum pada Ombudsman
Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman
tentang Tata Cara Pemberian Informasi Publik oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Ombudsman Republik Indonesia;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5207);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG TATA CARA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman
adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
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tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik
Indonesia.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat dengan
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di
Ombudsman Republik Indonesia.

4. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB Il
INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Pasal 2

Semua bidang, unit kerja administrasi dan teknis di lingkungan
Ombudsman Republik Indonesia wajib menyampaikan tembusan laporan
kegiatan (hard copy dan soft copy) kepada PPID untuk mendukung tugas
PPID membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
secara baik dan efisien.

Pasal 3

(1) Setiap informasi publik Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi antara lain
adalah laporan tahunan, laporan triwulan, laporan penelitian, laporan
systemic review, buku-buku produksi Ombudsman RI, peraturan-
perundangan yang terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia,
Peraturan Ombudsman, kliping koran berita pelayanan publik, brosur,
poster, booklet, leaflet, data statistik periode/instansi tertentu, Surat
Rekomendasi,

laporan pelaksanaan kegiatan (sosialisasi, seminar, dsb), MoU dengan
lembaga lain, Bahan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, Rencana
Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), Press Release,
kunjungan media.

(2) Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat,
biaya ringan, dan cara sederhana.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku bagi informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Peraturan
ini.
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Pasal 4

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib
disediakan oleh Ombudsman Republik Indonesia yang meliputi:

a. Informasi tentang profil Ombudsman Republik Indonesia,;

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia,;

c. Ringkasan informasi tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia;

d. Ringkasan laporan keuangan Ombudsman Republik Indonesia;

e. Ringkasan laporan akses informasi publik pada Ombudsman Republik
Indonesia;

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Ombudsman Republik Indonesia;

g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata
cara pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian sengketa informasi
publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat
dihubungi;

h. Informasi tentang tata cara pengaduan atau pelaporan maladministrasi;

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

J. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di kantor Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain
disediakan, juga wajib diumumkan Ombudsman Republik Indonesia
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
web-site Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Setiap pemohon dapat memperoleh informasi publik yang wajib
disediakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

(2) Informasi yang wajib tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Daftar informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nomor,
ringkasan isi informasi, pejabat yang menguasai informasi,
penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan
tempat pembuatan informasi, dan jangka waktu penyimpanan atau
retensi arsip;

b. Informasi tentang organisasi, administrasi, dan keuangan
Ombudsman Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya meliputi
pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan
keuangan; profil lengkap pimpinan dan pegawai Ombudsman
Republik Indonesia; data statistik yang dibuat atau dikelola oleh
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